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Penyelesaian sengketa konsumen 
di luar pengadilan dilakukan oleh 
Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK). BPSK adalah badan 
yang dibentuk oleh Pemerintah, bertugas 
menangani perkara-perkara konsumen, 
tetapi bukan bagian dari lembaga 
kekuasaan kehakiman. Meskipun 
demikian eksistensinya tetap penƟ ng 
bukan saja sebagai bentuk pengakuan 
hak konsumen untuk mendapatkan 
perlindungan dalam penyelesaian 
sengketa konsumen secara patut, tetapi 
juga melakukan pengawasan terhadap 
pencantuman klausula baku oleh 
pelaku usaha (one-sided standard form 
contract) dan mendorong kepatuhan 
usaha terhadap Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (UU Perlindungan Konsumen).

Dasar pembentukan BPSK adalah Pasal 
49 Ayat 1 UU Perlindungan Konsumen 
dan Kepmenperindag Nomor 350/MPP/
Kep/12/2001 yang mengatur bahwa 
di seƟ ap kota atau kabupaten harus 
dibentuk BPSK. Pasal 1 buƟ r 11 UU 
Perlindungan Konsumen memberikan 
pengerƟ an bahwa BPSK adalah 
badan yang bertugas menangani dan 
menyelesaikan sengketa antara pelaku 

KEKUATAN PUTUSAN FINAL DAN MENGIKAT SERTA 
PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN 

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)
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Terbentuknya WTO memiliki 
sejarah yang panjang, yaitu 
sejak terbentuknya General 
Agreement on Tariff s and Trade 
(GATT) tahun 1947. Sistem aturan 
perdagangan mulƟ lateral (Rules-
based mulƟ lateral trading system) 
yang saat ini dioperasikan WTO 
merupakan hasil evolusi dari 
delapan putaran perundingan GATT 
antara tahun 1947-1994, yaitu:

1. Geneva Round (1947);
2. Annecy Round (1949);
3. Torquay Round (1951);
4. Geneva Round (1956);
5. Dillon Round (1960-1961);
6. Kennedy Round (1964-1967);
7. Tokyo Round (1973-1979); dan
8. Uruguay Round (1986-1994).

Pada perundingan Putaran Uruguay 
selain menghasilkan pembentukan 
WTO, juga berhasil menyepakaƟ  
sejumlah persetujuan/perjanjian 
baru seperƟ  perdagangan jasa dan 
hak kekayaan intelektual terkait 
perdagangan. Selain itu Putaran 
Uruguay juga merevisi persetujuan 
di bidang sensiƟ f seperƟ  pertanian 
dan teksƟ l.

Salah satu capaian penƟ ng 
lainnya dari Putaran Uruguay 
adalah kesepakatan mengenai 
Sistem Penyelesaian Sengketa 
pada Understanding on Rules 
and Procedures Governing the 
SeƩ lement of Disputes (yang 
selanjutnya disebut “DSU”).

B. Perbedaan Sistem Penyelesaian 
Sengketa pada GATT dan WTO

Sebelum adanya Sistem 
Penyelesaian Sengketa DSU yang 
terbentuk pada Putaran Uruguay, 
sistem penyelesaian sengketa yang 
digunakan diatur pada Art. XXII dan 
XXIII GATT.

GATT jika dibandingkan dengan 
sistem penyelesaian sengketa pada 
DSU memiliki beberapa kelemahan, 
yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Tidak memiliki Ɵ metable yang 
jelas;

2. Aturan atau keputusan panel dan 
Dispute SeƩ lement Body (DSB) 
sangat mudah untuk ditolak, 
keƟ ka terdapat satu keberatan 
dari negara anggota; dan

3. Banyak kasus yang Ɵ dak dapat 
diselesaikan dalam waktu yang 
lama.

Sedangkan sistem penyelesaian 
sengketa pada DSU memiliki 
beberapa keunggulan, yang antara 
lain sebagai berikut: 

1. Memiliki Ɵ metable yang lebih 
jelas;

2. Batas waktu yang fl eksibel (dapat 
diperpanjang dalam keadaan 
tertentu) pada seƟ ap tahapan;

3. Sengketa biasanya Ɵ dak lebih 
dari 12-15 bulan jika kasus 
diajukan banding;

4. Dalam kasus yang darurat, 
prosedur dapat dipercepat; dan

5. Rekomendasi atau keputusan 
dapat disahkan kecuali jika 
terdapat konsensus untuk 
menolak.

C. Sistem Penyelesaian Sengketa 
pada Understanding on Rules 
and Procedures Governing the 
Se  lement of Disputes

Sistem Penyelesaian Sengketa pada 
DSU merupakan bagian dari hasil 
perundingan Putaran Uruguay yang 
tercantum pada Annex 2 Persetujuan 
WTO. Sistem Penyelesaian Sengketa 
ini berlaku antara lain untuk: 

1. Perjanjian yang disebutkan di 
dalam Appendix 1 dari DSU. 
Perjanjian yang disebutkan pada 
Appendix 1 dari DSU ini disebut 
sebagai covered agreements.

2. Penyelesaian sengketa terkait hak 
dan kewajiban negara anggota 
yang diatur pada Agreement 
Establishing the World Trade 
OrganizaƟ on (yang selanjutnya 
disebut “WTO Agreement”) dan 
DSU ini, baik secara terpisah 
ataupun secara bersama-sama 
dengan covered agreements 
lainnya.

3. Perjanjian yang disebutkan di 
dalam Appendix 2 DSU, yaitu 
covered agreements yang 
memiliki special or addiƟ onal 
rules and procedures on dispute 
seƩ lement. 

Dalam DSU diatur bahwa yang dapat 
menjadi pihak yang bersengketa 
adalah hanya pemerintah negara 
anggota WTO. Pemerintah negara 
anggota tersebut dapat berƟ ndak 

sebagai penggugat (dengan 
sebutan Complaining Party atau 
Complainant) atau tergugat (dengan 
sebutan Member Concerned, 
Respondent, atau Defendant), 
ataupun sebagai pihak keƟ ga (third 
parƟ es).

Dalam Sistem Penyelesaian Sengketa 
DSU, negara anggota manapun 
meskipun Ɵ dak mengalami kerugian 
dari kebijakan yang diambil oleh 
tergugat baik yang bertentangan 
dengan kewajiban yang diatur WTO 
maupun Ɵ dak, dapat mengajukan 
gugatan dengan menempuh 
tahapan yang telah ditentukan pada 
DSU.

Pada Sistem Penyelesaian Sengketa 
DSU terdapat dua jenis gugatan, 
yaitu sebagai berikut:

1. ViolaƟ on Complaint. Gugatan ini 
merupakan gugatan terhadap 
tergugat yang melanggar 
kewajiban yang diatur WTO yang 
mengakibatkan hilangnya atau 
berkurangnya keuntungan yang 
seharusnya diperoleh penggugat.

2. Non-violaƟ on Complaint. 
Gugatan ini merupakan gugatan 
terhadap tergugat untuk 
mengatasi keƟ dakseimbangan 
antara pihak yang bersengketa 
yang Ɵ mbul akibat adanya 
kebijakan yang diambil oleh 
tergugat yang dapat merugikan 
penggugat, meskipun kebijkan 
yang diambil oleh tergugat 
tersebut Ɵ dak bertentangan 
dengan kewajiban yang diatur 
WTO.

Beban PembukƟ an pada Sistem 
Penyelesaian Sengketa DSU berada 
pada penggugat, dimana penggugat 
yang mengajukan gugatan harus 
memiliki bukƟ  yang cukup untuk 
memperlihatkan a prima facie case 
(a presumpƟ on) bahwa gugatan 
tersebut adalah benar. KeƟ ka prima 
facie case telah disampaikan, beban 
pembukƟ an akan berpindah kepada 
tergugat untuk dapat membantah 
praduga tersebut.

Tahapan pada Sistem Penyelesaian 
Sengketa DSU adalah:

D. Tahapan pada Sistem Penyelesaian 
Sengeketa pada Understanding on 
Rules and Procedures Governing the 
Se  lement of Disputes

1. ConsultaƟ ons
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A. Sejarah Singkat WTO

World Trade OrganizaƟ on (WTO) 
dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995, 
sebagai hasil perundingan Putaran 
Uruguay. WTO mengatur suatu sistem 
aturan perdagangan mulƟ lateral 
melalui suatu persetujuan yang berisi 
aturan-aturan dasar perdagangan 
internasional sebagai hasil 
perundingan yang telah ditandatangani 
oleh negara-negara anggota WTO 
(salah satunya adalah Indonesia). 
Persetujuan tersebut merupakan 
suatu perjanjian internasional yang 
bersifat mengikat seluruh pemerintah 
negara anggota WTO, sehingga dalam 
mengeluarkan kebijakan terkait 
perdagangan, pemerintah negara 
anggota WTO wajib memperhaƟ kan 
dan mematuhi aturan-aturan dasar 
perdagangan internasional yang telah 
diatur oleh WTO. Indonesia sebagai 
salah satu pendiri dan negara anggota 
WTO telah meraƟ fi kasi persetujuan 
WTO melalui Undang-Undang Nomor 
7 tahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The World 
Trade OrganizaƟ on.

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA 
PERDAGANGAN INTERNASIONAL PADA PERSETUJUAN WTO

Oleh: Juan Andrean
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usaha dan konsumen. Sebenarnya BPSK 
dibentuk untuk menyelesaikan kasus-
kasus sengketa konsumen yang berskala 
kecil dan bersifat sederhana.

Tugas dan wewenang BPSK sebagaimana 
diatur dalam Pasal 52 UU Perlindungan 
Konsumen jo. SK. Menperindag Nomor 
350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 
Desember 2001 tentang Pelaksanaan 
Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen, antara lain seperƟ :
a. Melaksanakan penanganan dan 

penyelesaian sengketa konsumen 
dengan cara konsiliasi, mediasi dan 
arbitrase;

b. Memutuskan dan menetapkan ada 
Ɵ daknya kerugian di pihak konsumen;

c. Menjatuhkan sanksi administraƟ f 
kepada pelaku usaha yang 
melanggar ketentuan Undang-
Undang Perlindungan Konsumen (UU 
Perlindungan Konsumen).

Dan salah satu fungsi strategis BPSK adalah untuk 
menciptakan keseimbangan antara kepenƟ ngan pelaku usaha 
dan konsumen, Ɵ dak hanya klausula baku yang dikeluarkan 
oleh pelaku usaha atau badan usaha perusahaan-perusahaan 
swasta saja, tetapi juga pelaku usaha atau perusahaan-
perusahaan milik negara. 

Selama ini terdapat kecenderungan bahwa apabila BPSK 
memutuskan pelaku usaha bersalah, maka pelaku usaha 
tersebut akan melakukan upaya hukum keberatan ke 
Pengadilan negeri, demikian juga apabila pelaku usaha 
dikalahkan oleh Pengadilan Negeri, maka akan melakukan 
upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Kejadian tersebut 
disebabkan karena lemahnya kedudukan dan kewenangan 
yang diberikan oleh UU Perlindungan Konsumen terhadap 
BPSK terutama menyangkut putusan yang bersifat fi nal dan 
mengikat namun dapat dilakukan dua kali upaya hukum 
keberatan dan upaya hukum kasasi.

Dari ketentuan Pasal 52 huruf b, c, dan e UU Perlindungan 
Konsumen, dapat diketahui bahwa BPSK Ɵ dak hanya bertugas 
menyelesaikan sengketa diluar pengadilan sebagaimana 
diatur dalam pasal 49 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen, 
tetapi melipuƟ  kegiatan berupa pemberian konsultasi, 
pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, dan 
sebagai tempat pengaduan dari konsumen tentang adanya 
pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen serta 
berbagai tugas dan kewenangan lainnya yang terkait dengan 
pemeriksaan pelaku usaha yang diduga melanggar UU 
Perlindungan Konsumen. 
Fungsi utama BPSK adalah sebagai instrumen hukum 
penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dapat 
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dilakukan dengan cara :

1.  Konsiliasi
 Penyelesaian sengketa yang 

inisiaƟ fnya datang dari satu pihak 
atau para pihak dengan didampingi 
oleh Majelis BPSK sebagai konsiliator 
atau perantara yang bersifat pasif.

2.  Mediasi
 Penyelesaian sengketa yang 

inisiaƟ fnya datang dari satu pihak 
atau para pihak dengan didampingi 
oleh majelis BPSK sebagai mediator 
atau perantara yang bersifat akƟ f.

3.  Arbitrase
 Penyelesaian sengketa konsumen 

dimana para pihak menyerahkan 
sepenuhnya kepada Majelis 
BPSK untuk memutuskan dan 
menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Mengenai upaya hukum terhadap 
putusan BPSK ada beberapa pasal dari 
UU Perlindungan Konsumen yang dapat 
dijadikan sebagai dasar hukum, yaitu 
Pasal 54 ayat 3, Pasal 56 ayat 2, dan Pasal 
58 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen. 
Dari ketentuan pasal tersebut 
nanƟ nya akan bisa diketahui 
dapat dan Ɵ daknya putusan 
BPSK dilakukan upaya hukum. 
Perlindungan BPSK yang 
bersifat fi nal dan mengikat 
belum dapat melindungi 
konsumen karena masih 
terdapat ketentuan yang 
bertentangan terhadap arƟ  
putusan BPSK yang bersifat 
fi nal dan mengikat.

Kedudukan BPSK sebagai lembaga 
Negara independen atau lembaga 
negara komplementer dengan tugas dan 
wewenang untuk melakukan penegakan 
hukum perlindungan konsumen dan juga 
BPSK merupakan lembaga penunjang 
didalam peradilan, oleh karenanya, 
kekuatan BPSK bersifat fi nal dan 
mengikat. Makna fi nal yang dimaksud 
dalam putusan BPSK adalah fi nal pada 
Ɵ ngkat BPSK saja sedangkan pada Ɵ ngkat 
pengadilan putusan BPSK Ɵ dak bersifat 

g

fi nal atau masih dapat dilakukan upaya 
hukum keberatan ke Pengadilan Negeri 
dan kasasi ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 54 ayat (3) UU 
Perlindungan Konsumen bahwa :

“Putusan Majelis bersifat fi nal dan 
mengikat” 

maka dapat dikatakan bahwa putusan 
BPSK dari hasil konsiliasi, arbitrase, dan 
mediasi bersifat fi nal dan mengikat. 
Final berarƟ  penyelesaian sengketa 
mesƟ nya sudah berakhir dan selesai dan 
Mengikat berarƟ  memaksa dan sebagai 
sesuatu yang harus dijalankan para 
pihak. Prinsip res judicata pro vitatate 
habetur  yaitu suatu putusan yang Ɵ dak 
mungkin lagi untuk dilakukan upaya 
hukum dan dinyatakan sebagai putusan 
yang mempunyai kekuatan hukum pasƟ .  
Berdasarkan prinsip demikian, maka 
putusan BPSK harus dipandang sebagai 
putusan yang mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap (in kracht van 
gewijsde). 

N a m u n , j i k a 
dibandingkan prinsip tersebut diatas 
dalam pasal 56 ayat (2) UU Perlindungan 
Konsumen menyatakan:

“Para pihak dapat mengajukan keberatan 
kepada Pengadilan Negeri Paling lambat 
14 (empat belas) hari kerja setelah 
menerima pemberitahuan putusan 
tersebut” dari ketentuan sebagaimana 

tersebut diatas jelas bahwa Pelaku 
Usaha masih dapat mengajukan 
keberatan ke Pengadilan Negeri dengan 
tenggang waktu paling lambat 14 hari 
setelah pemberitahuan putusan BPSK. 
Namun demikian terkait dengan isƟ lah 
“keberatan” dalam arƟ an hukum acara 
di Pengadilan, sama hakekatnya dengan 
pengerƟ an banding atau kasasi sebagai 
suatu upaya hukum. Selama proses 
pengajuan keberatan, baik berupa 
banding atau kasasi, maka status putusan 
tersebut masih dapat dikatakan belum 
dapat disebut mempunyai kekuatan 
hukum pasƟ  (Inkrack van gewijsde) 
karena putusan demikian belum 
mengikat dan belum dapat dilaksanakan 
(eksekusi). 

Kemudian untuk Ɵ ngkat kasasi pada Pasal 
58 ayat (2) bahwa :

“Terhadap putusan Pengadilan Negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
para pihak dalam waktu paling lambat 
14 (empat belas) hari dapat mengajukan 
kasasi ke Mahkamah Agung Republik 
Indonesia”. 

Ketentuan dalam Pasal 58 ayat (2) yang 
menyatakan dapat mengajukan 

kasasi, kembali sangat 
bertentangan Pasal 54 ayat 

(3), dengan sifat putusan 
BPSK yang bersifat fi nal dan 
mengikat.

Pada dasarnya suatu putusan 
yang sudah mempunyai 

kekuatan hukum yang 
pasƟ , baru dapat dijalankan. 

Oleh karena itu putusan suatu 
badan peradilan harus mempunyai 

kekuatan eksekutorial, yaitu adanya 
kekuatan untuk dilaksanakan apa 
yang telah ditetapkan dalam putusan 
tersebut secara paksa oleh alat-alat 
negara. Adapun yang memberi kekuatan 
eksekutorial pada suatu putusan untuk 
dapat dilaksanakan secara paksa adalah 
adanya irah-irah “ Demi Keadilan 
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa”. Putusan yang dapat dieksekusi 
adalah putusan yang sudah mempunyai 
kekuatan hukum pasƟ , dan putusan yang 
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KLAUSULA BAKU YANG DILARANG

Pencantuman atau penggunaan Klausula Baku 
Ɵ dak dilarang kecuali Klausula Baku yang isinya 
merugikan konsumen.

Klausula Baku yang dilarang itu melipuƟ :

1) Mengandung 8 NegaƟ f List, melipuƟ :
• Isinya mengurangi, membatasi, meng-

hapuskan kewajiban atau tanggung jawab 
pelaku usaha;

• Isinya menciptakan kewajiban atau tanggung 
jawab yang dibebankan pada konsumen.

2) Letak dan Bentuknya itu sulit terlihat atau 
dibaca oleh konsumen dan pengungkapannya 
sulit dimengerƟ .

3) 8 dafatar NegaƟ f List tersebut berisi:
• Menyatakan pengalhan tanggung jawab 

pelaku usaha;
• Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak 

menolak menyerahkan kembali barang yang 
dibeli konsumen;

• Menyatakan pemberian kuasa dari 
konsumen kepada pelaku usaha baik 
secara langsung maupun Ɵ dak langsung 
untuk melakukan segala Ɵ ndakan sepihak 
yang berkaitan dengan barang yang dibeli 
konsumen secara angsur;

• Member kuasa kepada pelaku usaha untuk 
mengurangi manfaat jasa atau mengujrangi 
harta kekayaan konsumen yang menjadi 
obyek jual beli jasa;

• Member kuasa kepada pelaku usaha untuk 
mengurangi manfaat jasa atau mengujrangi 
harta kekayaan konsumen yang menjadi 
obyek jual beli;

• Menyatakan tunduknya konsumen kepada 
peraturan yang berupa aturan baru, 
tambahan, lanjutan yang dibuat sepihak 
oleh pelaku usaha dalam masa konsumen 
memanfaatkan jasa yang dibelinya;

• Menyatakan bahwa konsumen member 
kuasakepadapelaku usaha untuk 
pembebanan hak tanggung jawab, hak 
gadai, atau hak jaminan terhadap barang 
yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

SANKSI PELANGGARAN KLAUSULA BAKU

Bagi pelaku usaha yang telah melakukan 
pelanggaran larangan tersebut  dapat dikenakan 
sanksi perdata maupun pidana.

Sanksi Perdata

Klausula Baku yang menyimpang dari ketentuan 
tersebut dinyatakan batal demi hukum. Pernyataan 
batal demi hukum harus diajukan melalui gugatan ke 
Pengadilan Negeri oleh Konsumen yang dirugikan.

Sanksi Pidana

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan dipidanan dengan penjara paling 
lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta 
rupiah).

KONSUMEN CERDAS

Kementerian Perdagangan telah melaksanakan Program Gerakan Konsumen 
Cerdas dengan memberikan lima kiat,  di antaranya konsumen harus: 1

1. mampu menegakkan hak dan kewajiban sebagai pembeli barang dan jasa;
2. Konsumen harus meneliƟ  barang dan jasa sebelum membeli;
3. memperhaƟ kan label, manual, kartu garansi;
4. memperhaƟ kan masa kedaluarsa;
5. Konsumen juga harus memasƟ kan produk itu sesuai mutu kesehatan, 

keamanan, keselamatan, dan lingkungan.

Sementara para pelaku usaha pelaku usaha wajib beriƟ kad baik dan 
memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang produknya.

Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
Kemendag merupakan koordinator penyelenggaraan perlindungan konsumen 
di Indonesia.Saat ini telah terbentuk 111 Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) di Ɵ ngkat kabupaten/kota guna melindungi hak konsumen. 
Tiga di antaranya telah beroperasional di Jawa Timur, yakni Kota Kediri, Kota 
Malang, dan Kota Surabaya. Selain itu juga akan dibentuk BPSK di daerah 
lainnya di Jawa Timur, seperƟ  Nganjuk, Kota Probolinggo, dan Kabupaten 
Probolinggo.

1 http://www.antaranews.com/berita/404208/kementerian-perdagangan-minta-masyarakat-jadi-
konsumen-cerdas
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Konsumen Cermat 
DALAM KONTRAK KLAUSULA BAKU

Oleh : Dian Ismala 

alam dunia bisnis 
sekarang ini  interaksi 
antara konsumen 
dengan produsen  

sering dilakukan dalam bentuk lisan 
maupun tulisan. Salah satu wujud dari 
perjanjian itu dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen adalah dengan 
adanya Kontrak Baku atau Standardzed 
Contract.Kontrak Baku adalah perjanjian 
antara KOnsumen dengan pelaku usaha 
secara tertulis yang dalam bentuk ” 
kontrak.”

Kontrak baku  biasanya dapat kita 
temukan berupa formulir yang isi, 
bentuk, serta cara penutupannya telah 
distandardisasi atau dibakukan secara 
sepihak oleh pelaku usaha serta bersifat 
missal tanpa memperƟ mbangkan 
perbedaan kondisi yang dimiliki 
konsumen (take it or leave it contract). 
Isi atau ketentuan  yang terdapat 
didalam suatu kontrak baku  disebut 
dengan Klausula Baku (Standardized 
Clause). Contoh dari klausula baku itu 
adalah Perjanjian /Kontrak dalam bidang 
perbankan, Asuransi, Perumahan dan 
lain-lain sejenisnya, bon-bon pembelian, 
Ɵ ket transportasi laut, udara, kereta api, 
Parkir dan lain sejenisnya.

SeperƟ  telah kita ketahui bahwa sejak 
telah diundangannya UU No. 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
pencantuman suatu Klausula Baku wajib 
dicantumkan. Klausula baku sendiri 
dalam UUPK didefi nisikan sebagaii 
“SeƟ ap aturan atau ketentuan dan 
syarat-syarat yang telah disiapkan 
dan ditetapkan terlebih dahulu 
secara sepihak oleh pelaku usaha, 
dituangkan dalam suatu dokumen 
dan/atau perjanjian yang mengikat 
dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”  
Tujuan dari UUPK mengatur  tentang 
klausula baku dikarenakan bertujuan 
untuk menempatkan kedudukan 
konsumen setara dengan pelaku 
usaha berdasarakan prinip kebebasan 
berkontrak.
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mengandung perintah kepada suatu pihak untuk 
melakukan suatu perbuatan.

Eksekusi merupakan suatu Ɵ ndakan hukum yang 
dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang 
kalah pada suatu perkara yang diajukan di muka 
Pengadilan. Dapat dikatakan eksekusi Ɵ ada lain 
yakni suatu Ɵ ndakan yang berkesinambungan 
dari keseluruhan proses hukum acara perdata.

Dalam pelaksanaan eksekusi, terdapat 
keƟ dakjelasan peraturan dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen, yaitu :
1. Berkaitan dengan prosedur per mohonan 

eksekusi;
2. Berkaitan dengan pihak yang dapat 

mengajukan permohonan eksekusi;
3. Berkaitan dengan pengadilan yang berwenang 

mengeluarkan penetapan eksekusi.

Permohonan eksekusi dapat dilakukan baik 
terhadap putusan BPSK maupun putusan 
keberatan, namun UU Perlindungan Konsumen 
Ɵ dak menyediakan peraturan yang lebih rinci 
berkaitan dengan hal tersebut. Pelaksanaan 
putusan diserahkan dan menjadi wewenang 
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penuh dari pengadilan negeri yang 
menjalankan fungsi kekuasaan 
kehakiman dan mempunyai legiƟ masi 
sebagai lembaga pemaksa.

Ketentuan mengenai prosedur 
permohonan eksekusi Ɵ dak diatur secara 
rinci dan jelas dalam UU Perlindungan 
Konsumen, selain satu pasal saja 
yakni dalam Pasal 57 UU Perlindungan 
Konsumen.

Jika melihat secara rinci tugas dan 
wewenang BPSK sebagaimana terdapat 
dalam Pasal 52 UU Perlindungan 
Konsumen, yaitu :  
a. melaksanakan penanganan dan 

penyelesaian sengketa konsumen, 
dengan cara melalui mediasi atau 
arbitrase atau konsiliasi;

b. memberikan konsultasi perlindungan 
konsumen;

c. melakukan pengawasan terhadap 
pencantuman klausula baku;

d. melaporkan kepada penyidik umum 
apabila terjadi pelanggaran ketentuan 
dalam Undang undang ini;

e. menerima pengaduan baik tertulis 
maupun Ɵ dak tertulis, dari konsumen 
tentang terjadinya pelanggaran 
terhadap perlindungan konsumen;

f. melakukan peneliƟ an dan 
pemeriksaan sengketa perlindungan 
konsumen;

g. memanggil pelaku usaha yang 
diduga telah melakukan pelanggaran 
terhadap perlindungan konsumen;

h. memanggil dan menghadirkan saksi, 
saksi ahli dan/atau seƟ ap orang yang 
dianggap mengetahui pelanggaran 
terhadap Undang undang ini;

i. meminta bantuan penyidik untuk 
menghadirkan pelaku usaha, 
saksi, saksi ahli, atau seƟ ap orang 
sebagaimana dimaksud pada huruf 
g dan huruf h, yang Ɵ dak bersedia 
memenuhi panggilan badan 
penyelesaian sengketa konsumen;

j. mendapatkan, meneliƟ  dan/atau 
menilai surat, dokumen, atau alat 
bukƟ  lain guna penyelidikan dan/atau 
pemeriksaan;
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(penyimpangan) yang paling kecil pada 
alokasi sumber.6

Implikasi dari argumentasi ini adalah 
bahwa sungguh penƟ ng untuk 
mengindenƟ fi kasi dengan tepat 
Ɵ ndakan-Ɵ ndakan negara/intervensi 
kebijakan Pemerintah (dalam industri 
dan perdagangan) yang dasarnya adalah 
bahwa keadaan yang lebih baik itu perlu 
dicapai dengan pendekatan non-pasar. 
Analisis kebijakan Ɵ dak dilihat hanya dari 
sisi apakah suatu kebijakan mendistorsi 
persaingan (yang arƟ nya bertentangan 
dengan prinsip dan tujuan hukum 
persaingan), tetapi perlu dikaji bahwa 
keuntungan (benefi t) keseluruhan dari 
Ɵ ndakan-Ɵ ndakan negara yang demikian 
(sesudah diperhitungkan dengan layak 
biaya distorsi sumber-sumber) adalah 
posiƟ f, dan bahwa seandainya hukum 
persaingan yang diberlakukan atau 
dilaksanakan tanpa memperƟ mbangkan 
hal ini, maka akan akan berdampak 
pada pencapaian tujuan “menjaga 
kepenƟ ngan umum dan meningkatkan 
efi siensi ekonomi nasional sebagai 
salah satu upaya untuk meningkatkan 

6  Ine Minara S Ruky, “Pointers Untuk Kasus 
Importasi Bawang Pu  h”, Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia, Jakarta: 2014.

kesejahteraan rakyat”.7 

Sebagai contoh, Pemerintah dapat 
mengijinkan/mendorong perusahaan 
untuk  membentuk kartel (public cartel) 
atau bentuk lain dari perjanjian horizontal 
agar dapat mengejar satu atau lebih dari 
satu objekƟ f berikut: menaikkan ekspor, 
memfasilitasi restrukturisasi (termasuk 
keluar dari industri yang bersangkutan), 
dan membiayai investasi. Contoh lain 
adalah pemberian subsidi langsung atau 
Ɵ dak langsung kepada  perusahaan 
tertentu. 

Peran KPPU dalam memberikan saran 
dan perƟ mbangan atas kebijakan 
pemerintah sangat strategis jika dikaitkan 
dengan upaya menciptakan persaingan 
usaha yang sehat, mengingat struktur 
perekonomian Indonesia yang saat 
ini masih dalam masa transisi. Masa 
transisi ini terjadi dari struktur ekonomi 
monopoli, oligopoli dan protekƟ f menuju 
sistem ekonomi yang memberikan 
kesempatan yang sama bagi semua 
pelaku usaha. 

Sebagai jalan keluar idealnya sebelum 
kebijakan dibuat, pembuat kebijakan 

7  Ibid

perlu melakukan konsultasi materi 
kebijakan terlebih dahulu dengan 
KPPU untuk mencegah adanya potensi 
pelanggaran prinsip-prinsip hukum 
persaingan usaha yang sehat. Perlunya 
peningkatan fungsi harmonisasi 
kebijakan pemerintah pada sektor-sektor 
usaha tertentu dengan prinsip-prinsip 
hukum persaingan usaha  dalam upaya 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Namun menjadi sangat penƟ ng bagi 
KPPU untuk mengetahui bahwa 
“insƟ tuƟ onal right” yang  diberikan 
oleh  undang-undang dipergunakan 
dengan tepat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Pelaksanaan 
tugas dan kewenangan tersebut harus 
dibarengi dengan kewajiban untuk 
melakukan penerapan hukum yang 
bertanggung jawab, taat azas, konsisten 
serta menerapkan metodologi yang teruji 
dan dapat dipertanggung jawabkan.8 
Dengan kata lain adanya kriminalisasi 
kebijakan seharusnya dapat dihenƟ kan 
karena dapat menjadi disinsenƟ f bagi 
para pengambil kebijakan. 
8 Ningrum Natasya Sirait, “Analisis Hukum 

Terhadap Putusan KPPU dalam Perkara 
Importasi Bawang Pu  h”, Fakultas Hukum 
Universitas Sumatera Utara, Surabaya, 26 Juni 
2014.
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analisis Majelis Komisi terhadap fakta 
dan bukƟ  yang disajikan.

Hal yang sangat menarik belakangan ini 
terkait penegakan hukum persaingan 
adalah concern KPPU dalam menyelidiki 
Ɵ ndakan pelaku usaha yang melakukan 
Ɵ ndakan anƟ  persaingan berupa Kartel. 
Adanya perkembangan tren yang 
menghawaƟ rkan terakhir ini adalah 
menjadikan atau menuduh pembuat 
kebijakan sebagai pihak yang turut 
serta atau terlibat dalam Ɵ ndakan anƟ  
persaingan. 

Tindakan-Ɵ ndakan anƟ  persaingan dalam 
prakteknya bisa terjadi dari 2 (dua) 
sumber, yaitu:
1. Terbentuk dari kebijakan (ekonomi) 

yang diterbitkan oleh Pemerintah;
2. Tindakan yang dilakukan secara 

sengaja dari pelaku usaha.2

Pertama, terkadang tanpa disadari, 
kebijakan yang diterbitkan yang 
bertujuan sebagai jalan keluar (the way 
out) suatu persoalan justru dimanfaatkan 
oleh pelaku usaha untuk memberikan 
kemudahan bagi pelaku usaha itu sendiri, 
sekaligus merugikan kepenƟ ngan pelaku 
usaha yang satunya maupun masyarakat. 
Keadaan yang dapat Ɵ mbul dari suatu 
kebijakan dan dikategorikan sebagai 
hambatan persaingan sehat antara lain 
dapat berupa:
• Adanya distorsi persaingan melalui 

pemberian subsidi kepada pelaku 
usaha tertentu yang dikemas dalam 
bentuk regulasi;

• Pasar harus tetap terbuka untuk dapat 
menerima persaingan dengan tetap 
melaksanakan kebijakan perdagangan 
yang bertujuan melindungi pasar 
domesƟ k dari masuknya barang-
barang impor, misalnya berupa 
kebijakan bea cukai atau kebijakan 
anƟ  dumping;

• Pelanggaran terhadap kebijakan 
moneter yang berorientasikan pada 
stabilitas;

• Potensi distorsi akibat kebijakan 
fi nansial, misalnya melalui 
kemudahan pajak maupun proteksi 
yang diberikan kepada pengusaha 
tertentu;3

Kedua, pelaku usaha yang berusaha 
menghindari persaingan usaha yang sehat 
2 Budi Kagramanto, “Ruang Lingkup Kewenangan 

KPPU dalam Memeriksa Perkara Persaingan 
Usaha”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 
Surabaya, 26 Juni 2014

3  Ibid.

melalui berbagai strategi yang mereka 
ciptakan yang bertujuan menghambat 
persaingan itu sendiri. Bagi  pelaku usaha 
yang dalam melaksanakan kegiatan 
usahanya secara curang, persaingan 
merupakan gangguan serta ancaman 
yang Ɵ dak menyenangkan bagi dirinya. 
Berdasarkan peneliƟ an dalam 3 tahun 
terakhir, tren jenis pelanggaran  oleh 
pelaku usaha  semakin beragam, misalnya 
penguasaan pasar atau diskriminasi, 
monopoli, kartel maupun posisi dominan 
(merger, akusisi serta jabatan rangkap).

Advokasi Persaingan Dalam Perumusan 
Kebijakan

Undang-undang telah memberi 
kewajiban kepada Pemerintah untuk 
menjaga kepenƟ ngan masyarakat 
khususnya untuk menjaga ketersediaan 
kebutuhan rakyat Indonesia, dengan 
berbagai mekanisme yang ada, termasuk 
salah satunya pengaturan kebijakan 
pemasukan barang dari luar negeri 
(impor). Bagi Pemerintah, menetapkan 
suatu policy atau kebijakan adalah 
merupakan tupoksi yang harus dilakukan 
sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. 
Guna lebih terciptanya kebijakan yang pro 
terhadap prinsip persaingan usaha yang 

sehat dan mencegah adanya hambatan 
yang Ɵ mbul dari beberapa kebijakan 
yang diterbitkannya, maka perlu satu 
Ɵ ndakan yang dapat dilakukan, yaitu 
dengan pemberian advokasi persaingan 
usaha. Advokasi persaingan usaha 
dimaksud berupa pemberian saran dan 
perƟ mbangan.4 

Undang-undang telah secara jelas 
mengatur bahwa apabila terdapat 
kebijakan Pemerintah yang dinilai 
KPPU Ɵ dak sesuai dengan prinsip-
prinsip hukum persaingan usaha, 
maka KPPU sebagai lembaga/otoritas 
persaingan dapat memberikan saran 
dan perƟ mbangan kepada instansi 
pemerintah yang menerbitkan kebijakan 
tersebut.5 

Pemberian saran dan perƟ mbangan 
sebagai fungsi advokasi persaingan 
dari lembaga/otoritas persaingan 
harus berkembang dari perdebatan 
untuk Ɵ ndakan-Ɵ ndakan negara yang 
paling baik dalam mengalokasikan 
sumber-sumber yang langka sampai 
menekankan Ɵ ndakan-Ɵ ndakan negara 
yang memenuhi objekƟ f non-efi siensi 
dari kebijakan industri dengan distorsi 
4  Ibid. 
5 Pasal 35 huruf e, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 1999
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k. memutuskan dan menetapkan 
ada atau Ɵ dak adanya kerugian di 
pihak konsumen;

l. memberitahukan putusan kepada 
pelaku usaha yang melakukan 
pelanggaran terhadap perlindungan 
konsumen;

m. menjatuhkan sanksi administraƟ f 
kepada pelaku usaha yang melanggar 
ketentuan Undang undang ini.

n. ternyata BPSK Ɵ dak memiliki 
kewenangan untuk melaksanakan 
putusannya, sebagaimana 
kewenangan yang biasanya dimiliki 
oleh suatu badan peradilan.

BPSK hanya mempunyai kewenangan 
dalam memutuskan dan menetapkan 
ada atau Ɵ daknya kerugian di pihak 
konsumen dan wewenang menentukan 
besar kecilnya ganƟ  kerugian yang 
harus dibayar oleh pelaku usaha 
dan mewajibkan pelaku usaha untuk 
membayar ganƟ  kerugian kepada 
konsumen, namun BPSK Ɵ dak diberikan 
kewenangan untuk melaksanakan 
sendiri putusan yang dihasilkannya, 
karena untuk melaksanakan putusannya, 
BPSK harus terlebih dahulu meminta 
penetapan eksekusi kepada pengadilan 
negeri, sebagaimana dinyatakan dalam 
Pasal 57 UU Perlindungan Konsumen,  
yang menyatakan : 

“Putusan majelis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan 
penetapan eksekusinya kepada 
Pengadilan Negeri di tempat konsumen 
yang dirugikan”

Sebelum dilaksanakan eksekusi ketua 
pengadilan negeri terlebih dahulu 

melakukan peneguran kepada pihak yang 
kalah, untuk dalam waktu 8 (delapan) 
hari melaksanakan putusan dengan 
sukarela. Jika pihak yang ditegur Ɵ dak 
mau melaksanakan putusan dengan 
sukarela maka dimulai pelaksanaan 
eksekusi yang sesungguhnya. 

Dengan dibukanya kesempatan 
mengajukan keberatan, dapat 
disimpulkan bahwa putusan BPSK 
tersebut masih belum fi nal, sedangkan 
kata mengikat mengandung arƟ  
memaksa dan sebagai sesuatu yang 
harus dijalankan oleh pihak yang 
diwajibkan. Untuk itu Pengaturan upaya 
hukum sehubungan dengan putusan 
BPSK bersifat kontradikƟ f dan Ɵ dak 
konsisten antara ketentuan Pasal 54 ayat 
(3) UU Perlindungan Konsumen disatu 
pihak dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) 
dan Pasal 58 ayat (2) UU Perlindungan 
Konsumen dipihak lain. 

SeperƟ  sudah dijelaskan berdasarkan 
Pasal 54 ayat (3) UU Perlindungan 

Konsumen bahwa prinsipnya putusan 
BPSK merupakan putusan yang fi nal 
dan mengikat, berarƟ  putusan tersebut 
Ɵ dak bisa dilakukan upaya hukum 
baik banding maupun kasasi, namun 
menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU 
Perlindungan Konsumen, Putusan BPSK 
dapat diajukan upaya hukum berupa 
keberatan ke Pengadilan Negeri dan 
kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 58 
ayat (2) UU Perlindungan Konsumen). 

Terhadap pengaturan mengenai 
eksekusi putusan BPSK apabila pelaku 
usaha Ɵ dak menggunakan upaya 
hukum, maka putusan BPSK menjadi 
berkekuatan hukum tetap, sehingga 
dapat dilaksanakan dan apabila putusan 
BPSK Ɵ dak ditaaƟ  secara sukarela oleh 
para pihak, maka terhadap putusan 
tersebut dapat dimintakan fi at eksekusi 
ke Pengadilan Negeri ditempat kediaman 
konsumen guna dapat dilaksanakannya 
secara paksa dari putusan BPSK tersebut.
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Keberadaan pasar dengan persaingan 
sehat membawa manfaat yang 
besar, bukan saja bagi konsumen, 

tetapi juga bagi para pelaku usaha. Lebih 
jauh lagi, manfaat pasar persaingan yang 
sehat akan meningkatkan perekonomian 
sebuah negara. Kesadaran akan 
terciptanya persaingan sehat sangatlah 
dibutuhkan untuk mencapai tujuan 
tersebut. Namun, ada saja pihak yang 
berupaya meniadakan persaingan demi 
untuk mencari keuntungan yang sebesar-
besarnya, dengan melakukan Ɵ ndakan 
yang anƟ  persaingan berupa Kartel.

Secara sederhana kartel dapat dikatakan 
sebagai kelompok produsen independen 
yang bertujuan menetapkan harga, 
biasanya mencegah harga turun dengan 
membatasi suplai dan kompeƟ si.1 
Berdasarkan hukum anƟ  monopoli, 
kartel dilarang di hampir semua negara. 
Walaupun demikian, kartel tetap ada 
baik dalam lingkup nasional maupun 
internasional, formal maupun informal.

Berlakunya Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat bertujuan untuk memasƟ kan 
adanya persaingan sehat di sebuah 
pasar yang bersangkutan. Upaya 
penegakan hukum persaingan usaha 
tersebut dibebankan dipundak Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
sebagai lembaga/otoritas persaingan. 
KPPU adalah badan yang melakukan 
pengawasan terhadap para pelaku 
usaha. Bentuk pengawasan KPPU 
tersebut melipuƟ  pemberian sanksi bagi 
pelaku usaha yang melakukan Ɵ ndakan 
anƟ  persaingan, termasuk juga kartel. 
Dalam proses pemeriksaan perkara 
sebelum menjatuhkan sanksi, KPPU akan 
melakukan penyelidikan dan persidangan 
terlebih dahulu. Kualitas putusan sangat 
bergantung pada penyelidikan dan 
1 Joko Mursinto, “Eksaminasi Putusan KPPU 

tentang Importasi Bawang Pu  h”, Fakultas 
Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, 26 
Juni 2014. 

PENEGAKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM 
PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DAN 

PENETAPAN SUATU KEBIJAKAN
Oleh: Simon Tumanggor
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